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SEKRETARIAT - -
. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
Disahkan oleh L
Provinsi Jawa Tengah
Judul SOP MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan | 1. Minimal Sarjana
Informasi Publik 2. Menguasai Tata Pembukuan
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik o ) .
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan | 4. Memiliki Tata Krama
Undang-.Undar.m Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 5.  Mampu Mengoperasikan Komputer
Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Provinsi Jawa Tengah
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Perubaha Atas Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2022
tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada
Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Masyarakat yang membutuhkan informasi public dari pemerintah 1. Formulir isian
2. Komputer
3. Pesawat Telepon
4. Jaringan Internet
5. ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi |Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
tidak akan terlayani dengan Baik
2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima
tidak akan tercapai
3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif
Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif
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SOP MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan Publik

teknologi inforrnasi Penyebarluasan wqjib :

PELAKSANAN MUTU BAKU KETERANGAN
NO KEGIATAN
PPID PELAKSANA ATASAN PPID KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan Wajib : rnenggunakan bahasa Indonesia yang
Konsep Maklumat . . .
petnyataan kesanggupan penyelenggara dalam Standar Pelayarran . . baik dan benar; mudah dipahami;
1. . L ; Tentatif Pelayanan Informasi .
melaksanakan pelayanan sesuai dengan Informasi ; mempertimbangkan penggunaan Bahasa yang
; Publik .
ketentuan standar yang baik digunakan penduduk seternpat
Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Konsep Maklumat . Maklumat Pelayanan
2. ) Pelayanan Tentatif . .
Publik . . Informasi Publik
Informasi Publik
Penyebarluasan rrtelaltrri : papan
pengumuman; laman resmi (website) PPID
Maklumat Pengumuman Maklumat dan/atau Badan Publik; media sosial PPID
Mengumumkan dan Menyebarluaskart Maklumat . 9 . dan/atau tsadan Publik; aplikasi berbasis
3. “—F— Pelayanan Tentatif Pelayanan Informasi

Informasi Publik

Publik

memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang
Disabilitas; pa-ling sedikit dilengkapi dengan
audio, visulan dan/atau Braile.
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